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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

NOMOR O5 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang a. bahwa menara telekomunikasit sebagai salah satu infrastruktur 
utama dalam penyclenggaraan dan pemenuh~n kebutuhan 
masyarakat bidang komumikasi memerlukan ketersediaan lahan, 
bangunan, berdasarkan cell planning dan ruang udara, 
memperhatikan faktor keemanan, lingkungan kesehatan 
masyarakat dan estetika lingkungan, sant ini belum adanya aturan 
yang mengikat untuk mengatur, menata dan mengendahikan 
pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Malku 
Tengah, maka perlu pengendalian menara telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pengendahian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Maluku 
Tengah, 

Menginat 1I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang 
Undang Darurat Normor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku {Lemtaran Negara Tahun 1958 
Nomor 111 ,  Tambahan Lembaran Negara N6mor 1645), 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomurikasi 
(Lerbaran Negara Tahun 1999 NOmr 154, Tambahan Lembaran 
Negara Norr 3881), 

4. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat [Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) 



• 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Norr 4252), 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4350). 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 4438]; 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4725), 

9.Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 20O08 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Noror 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843], sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4956; 

1 1 .  Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentnag Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Noror 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa 
kahi terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Taha 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 22015 
Nomor 58, Tamnbahan Lemnbaran Negara Nomor 4679] 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan 
Datas Wilayah Kotamadya Daerah Tgkat I Arbon (Lembaran 
Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3137), 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980], 

16. Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun 2000 tentang Penggunaan 
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 

I. Peraturan emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) 

2 



• 

• 

18. Peraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lin 
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Noror 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5285) 

19. Peraturan Pemerinah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelcnggaraan sistem dan Transaksi Elektromik [Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 5348), 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkeat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Noror 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 2036), 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahu 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Malute 
Tengah Tahun 2016 Nomor 183), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 
dam 

BUPATT MALUKU TENOAH 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal. l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan 
sister dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diraksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

' 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan dacrah 



• 

5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah 

6, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DpRD dalam 
pen yelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untu 
mengatur dan mengurus sendini Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
mnasyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
mehiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badam 

usaha milik negara [BUMNJ,atau badan usaha mihik daerah (BUMD} dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organsisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lerbaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9 Dinas Komumikasi dan Informatika adalah Dinas Korunikasi dan Informatika 
Kabupaten Maluku Ten~ah 

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

I I .  Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-uwdangan yang 
berlaku 

12. Telekomumikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan 
dari setipa informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara 
dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio dan/atau elektromagetik lainnya 

13. Penyelenggaraan Telekomumikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan 
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi 

14.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut rhenara, adalah bangunan 
bangunan untuk kepentingan umum yang didinikan di atas tanah, atau 
bargunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung 
yang diperlukan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa 
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa 
simpul, dimana fungsi, dimensi dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 

penunjang menempatkan perangkat telekomumikasi 

15. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dani peletakannya. 

16. Banguoan adalah konstruksi tcknis yang ditanan atau dilekatkan secare tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut 

17 Retribusi Jasa Umur adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau dibenikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badari. 

18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang slanjutnya disebut 
Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan, pengawasan 
dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah 
Dacrah untuk menara telekomunikasi 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang 



221 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiaan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiona 
berdasarkan suatu standar pemeniksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribus daerah. 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilaku kan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya 

25. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu di lingkungan Pemerinta.h 
Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah nilai 
persentase yang didapat dengan membandingkan huas lantai daar dengan luas 
kavling. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekorunikasi dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang untuk menara telekomumikasi. 

Pasal 3 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekorunnikasi, adatah Pemanfaatan Ruang 
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, kamanan, 
dan kepentingan mum 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan manfaat ruang 

untuk menara telekomunikasi 

BAB Ill 
ASAS-ASAS TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA 

Pasal 5 

Pengendahian menara berdasarkan asas kaidah tata ruang, kemanfaatan 
keberlanjutan, keselamatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta 
kejelasan informasi dan idcntitas menara 
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Pasal 6 

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk 

a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya; 

b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan banigunan menara sesuai dengan 
asas keselaratan, keamnanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan 
lingkungan serta kejclasan informasi dan identitas; 

c. mewujudkan ketertiban dan penyelesaian menara; 
d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan menara didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut 

a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas. harus membenikan kinerja 
cakupan layanan telekomumikasi yang baik dengan mengamnbil rung untuk 
menara secara efisien dan resiko yang minimal; 

b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi 
harus digunakan s&optimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, 
penggunaan menara maupun dcsain jaringannya, 

c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu 
Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan Pajak sesuai dengan nilai 
ekonorisnya 

BAB IV 

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN 
DAN PERSEBARAN MENARA 

Pasal 8 

(l) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal {monopole), 
menara tiga kaki dan menara empat kaki; s 

[2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe 
tanah) dengan peletakannya. 

Pasal 9 

(l] Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan 
aspck-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunik~si dan prinsip 
penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan keseirbangan 
pertumbuhan industni telekomunikasi. 

[21 Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan 
pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang 
tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan 
kaidah penataan ruang kota, keamenan, ketertiban, keserasian Iingkungan 
sekitar dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya 

(3] Penempatan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi 
scbagaimana dimnaksud pada pasa 8 ayat fl) serta kebutuhan masyarakat dalam 
mengoptimalkan penataan ruang yang cfektif dan zisien demi kepentingan 
umum 



Pasal 10 

(1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran 
dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah 

(2] Penyebaran menara yang terimplementasikan dalarm notasi jarak antar menara 
yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dart 
teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggaraan telekomunikasi 

(3) Peletakan dan persebaran menara telekomunikasi dibagi menjadi zona dan 
kawasan 

(4] Penetapan zona dan kawasan diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah 

Pasal 11 

Pembagian Zona sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 10 ayat (3), meliputi 

a. Zona I 

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk 
sebagar benikut: 

I. Penermpatan titik okasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima 
puluh) meter dan luas tanah sesuat dengan ketentuan pengaruran KDB dalam 
rencana detail tata ruang. 

2. Penempatan titik lokasi menara diatas bangunan gedung: 
- Sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh 

lira) meter. 
- Berlantai 5 {lima) sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 

20 (dua puluh) meter 
- Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggvan menara paling tinggi 15 (lima 

belas] meter 

b Zona I I .  

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggan dan bentuk 
scbagat berikut 

• Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tingi 60 (enam 
puluh) meter dan uas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam 
rencana detail tata ruang. 

2. Penempatan titik lokasi menara diatas pembangunan gedung 

- Sampai dengan 4 (empat} lantai ketinggian menara paling tinggi25 (dua puluh 
lira,) mete 

- Berlantai 5 flima] sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 
20 (dua puluh) meter 

- Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tinggi 15 {ima 
belas] meter 

7 



c Zona Ill . 

Bangunan menara tunggal atau rangka, yang penempatan titk lokasinya 
dipermukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk/perumahan, 
dengan ketinggian menara paling tinggi 75 (tujuh puluh lima] meter dengan luas 

lahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata rang 

BAB V 

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA 

Pas] 12 

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan penduduk 
disekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagmi berikut" 

a, Untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan, ketinggian maksimumn menara 
termasuk penagkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP; 

b. Jarak minimum menara yang berdiri sendiri diatas tanah atau air terhadap 
bangunan terdekat disekitarnya; 

c. Konstruksi dar material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang 
berlaku, 

d. Menara wajib dilengkapi dengan pendukung minimal; 
e. Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukurm yang jelas; 
f. Setiap rencana pembangunan menara yang ber~ini sendiri harus didahului 

dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum, 
g. Menara yang berdiri pada permukaan tanah (green field] harus memenuhi kriteria 

desain pondasi yaitu serua unsur dan struktur pondasi direncanakan 
kekuatannya berdasarkan teoni kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi 
prinsip perencanaan kapastas (capacity design), 

h. Konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi 
syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya; 

Pasal 13 

(I) Menara yang berdiri diatas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus 
dilindungi dengan pagar 

(2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya 
mengikuti Peraturan Perundang undangan yang berlaku 

Pasa! 14 

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maa • 

a. Tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi 
untuk meningkatkan cakupan layanan (overed), kapasitas maupun kualitas, dan 
tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; 

b. Jarak minimum atara renara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari 
teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara 
telekomunikasi 
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Pasal 15 

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan ingkungan disekitarnya, 
maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang 

serasi dengan Lingkungan. 

BAB VI 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 16 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa 
Umum 

BAB VII 

CARA MENGUKUR TINOKAT PENOGUNAAN JASA 

Pasal 17 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan: 

a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi selamna I (satu) tahun, 

b. Indeks vanabel jarak tempuh; dan 

¢. Indeks variabel jenis konstruksi menara. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan scbanyak 2 
[dua) knhi dalam I (satu) tahun 

(3] Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut: 
a. Dalam Kota indekas 0,9 
b. Luar Kota indeks 1,l 

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebapai benikut 

a. Menara Pole 
b. Menara 3 kaki 

¢. Menara 4 kaki 

indeks 0,9 
indeks I 
indeks 1,I 

BAB VIII 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 
DAN BESARNYA TARI RETRIBUSI 

Pasal 18 

(1j Prinsip dan sasaran dalam penempatan tarif retribust itetapkan untuk menutup 
scbagiaun biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya 
operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi 



BAB IX 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS 

Pasal 19 

(I) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tarif Tunggal ditetapkan 
berdasarkan jumlah menara x jumlah kunjungan per tahun 

[2) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tarif Variabel ditetapkan dengan 
formulasi sebagai berikut 

RPMT = JIlah indeks variabel x 
Jumlah Variabel 

Atau 

Tarif Retribusi 

RPMT = Has! perkalian indeks variabe x Tarif Retribusi 

Pasal 20 

(1)  Tarif retribusi scbagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (l) dan ayat (2) ditinjau 
kembali paling lama 3 (tga) tahun sekalt 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian 

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB X 

WILAYAH PEMUNQUTAN 

Pasal 21 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah 

BAB XI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Past1 22 

(I) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang 

dipersarnakan 

(2) Hasil pemungutan retnibusi sebagaimana dimaksud pada ayat [) disetor secara 
bruto ke Kas Daerah paling lama I x 24 jam kecuali hart libur dapat dilaukan 
pada hari kerja pertama berikutnya 

(3) Tata cara pelaksanaan permungutan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
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BAB XII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 23 

(I] Masa retribusi pengendaltian menara teekomunikasi adalah 3 (tiga) Tahun 

(2] Saat retnbusi terutang adala.h pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan 

BAB XIII 

CARA PERHTTUINGAN RETRIBUSI 

Pasal 24 

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar retribusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (I) dan ayat (2) 

BAB XIV 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 25 

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersarakan 

Pa sal 26 

(I] Pembayaran retribusi harus dilakukan sccara tunei/lunas. 

(2] Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk 
monggangsur retribusi terutang dalam jangka tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungijawabkan. 

Fasal 27 

I) Pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda 
bukti pembayaran yang sah. 

(21 Setiap pembayaran dicatat dibuku penerimaan 

(34 Bentuk, ukKuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkan oleh Bupati 

BAB XV 

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 28 

u 



(l) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis scbagai awal 
tindakan pelaksanakan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya I 

[empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran 
(2 Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang 

(3] Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau 
pejabat yang hitunjuk 

BAB XVI 

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasa 29 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi 

(2) Tata cara pemberian Keringanan atau pembcbasan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku 

BAB XVII 

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN 

Pasal 30 

( I )  Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD 
yang dalamn penerbitannya terdapat kesalahan tuhis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah 

(2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 
anksi administrasi berupa bunga Mang dan kenaikan retribusi yang terutang 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena keklafan wajib retribusi atau 
bukan karena kesalahannya. 

(3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan retribusi 

BAB XVIII 

JAMIN AN KESELAMATAN 
Pesal 31 

Perihik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada 
warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat 
kewilayahan 

Pasad 32 

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bag warga 
sckitar menara menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar 

menara 



• 

Pasal 33 

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai 
akibat dari keberadaan menaia dalarm radius ketinggian menara dimusyawarahkan 
dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan 
pembangunan 

BAB XIX 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 35 

(I] Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Dinas 
yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan dengan melibatkan peran 
mnasyara.kat 

' 
(2) Pengendahian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat 

yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan penyampaian dari Dias yang 
mengeluarkan iin, aparat kewilayahan dan/atau masyarakat 

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian 
menara dalam peraturan daerah int dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeni Sipil 
(PPNg) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(4 Penertiban dan pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang 
bertentangan dengan peraturan ini, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dengan dibantu Camat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan 
hasil penyidikan. 

BAB XX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 36 

(I] Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemnerintah Daerah diberikan 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana 
dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagammana dimaksud dalam 
Undang Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 

a. menerima, mencari, mnengumpulkan dan menebiti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas, 
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mergenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi, 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindale 
pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, 

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap Dahan 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpaakan Daerah dan Retribusi, 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
ata tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, badan, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret scseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah 
dan Retribusi, 

• memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi, 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarana penyidikan tindak 
pidana dibi@dang per pajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(] Penyicdik sebagaimana dimaksud pada ayat (I] memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 
melahui Penyidike Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang iukum Acara Pidana 

BAB XXI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 37 

(I] Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi 
yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan 
sehingga mengakibatkan menara telckomunikasi tidak dapat berfungsi dan 
membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enaroj 
bulan atau dcnda paling banyak Rp. 50.000.000,- [ima puluh juta rupiah). 

2) Penyedin menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan 
perizinan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarm) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 50,000 000,- {lira puluh juta rupiah) 

(3] Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membaya retribusi 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah 
diancam idana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 
(tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar 

(4) Tinidak Pidana scbagaimana dimakaud pada ayat (I), ayat (2] dan ayat (3) pasal 
ini adalah pelanggaran 



(5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l], ayat (Z) dan ayat (3) 
baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan 
kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain atau 
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(6) Denda sebagaimnana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Negara 

BAB XXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Pada saat berlakunyn Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai 
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 39 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 07', JUN 2018 

LUKU TENGAH, 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal 097qt 2018 

P] SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

RAKIB SAHUBAWA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 193 

NOREG PERAT'URAN DAERAE KABU?PATEN MALUKU TEN(AH PROVINSI MALUKU (3/ 14/2018) 
NOMOR URUT PERDA KABU!PATEN MALUKU TENGAM 05 TAHUN 2018 

NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH 1BR.34/309 TAHUN 2DI8 



, 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH 

NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PENOENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASL 

DI KABUPATEN MALUKU TENGAH 

I. PRNJELASAN UMUM 

Dengan diberlakukan Undang--Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah bidang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditinjau lang dan harus 
menyesuaikan dengan Undang-Undang terse but 

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana 
ditutut menajemen pelayanan umum sebagai refleksi dari penyelenggaraan 
Otonomi Daerah dan adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari 
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 

Kewenangan otonomi yang dimiliki kbupaten berpijak pada perpaduan 
pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara 
pengakuan baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk 
peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan sisi lain dibutuhkan 
peningkatan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah. 

Bahwa berdasarkan perikiran diatas dan demi peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomumikasi di Kabupaten 
Maluku Tengah 

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 
Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal d 
Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 



.- 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pa sal 6 

Cukup jelas 

Pasal T 
Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasad 10 
Cukup jelas 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup ielas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal I7 
Cukupjeias 

Pasal 18 

cukup jelas ' 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 2I 

Cukupjclas 

Pasal 22 

Cukup jelas 



• 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jclas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pase1 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jetas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasa 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 
.. 

Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pa sal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukvp jelas 


